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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

NOMOR 143/PMK.010/2009
TENTANG
PRINSIP MENGENAL NASABAH

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Prinsp Mengenal Nasabah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA
PEMBIAY AAN EKSPOR INDONESIA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:
1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya

disngkat LPElI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
Principles) adalah prinsp yang diterapkan LPEI untuk
mengetahui  identitas Nasabah, memantau kegiatan
transakss Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LPEI.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang
diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional
LPEI.

Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh
Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif
dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yang
selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Transaks Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi
Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
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BAB Il
PRINSIP MENGENAL NASABAH
Bagian Kesatu
Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Pasal 2
LPEI wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
Pasal 3

Dalam rangka menerapkan Prindp Mengenal Nasabah
sebaga mana dimaksud dalam Pasal 2, LPEI wajib:

a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;

b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikas
Nasabah;

c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap
rekening dan transaks Nasabah; dan

d. menetapkan kebijakan dan prosedur mangemen risiko yang
berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua
Pel aksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Pasal 4

Penerapan Prinsip Mengena Nasabah oleh LPEIl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

a menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur
penergpan Prinsp Mengenal Nasabah yang dituangkan
dalam Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip Mengenal
Nasabah;

b. menyampalkan Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip
Mengenal Nasabah kepada Menteri paling lambat 6 (enam)
bulan sgjak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
ini;

c. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pel aksanaan
Penergpan Prindp Mengenal Nasabah kepada Menteri
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak ditetapkannya
perubahan tersebut; dan
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d. menergpkan kebijakan mengenai Nasabah berdasarkan
Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah sebaga mana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

(1) Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip Mengenal
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling
sedikit mencakup uraian tentang:

a. unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung

f.

jawab atas pelaksanaan penergpan Prinsp Mengenal
Nasabah;

.tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau

Direktur Pelaksana, dan unit kerja khusus atau petugas
kKhusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam
pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;,

. kebijakan penerimaan dan identifikas Nasabah,

kebijakan pemantauan dan pelaporan transaksi yang
mencurigakan, dan kebijakan mangemen risiko serta
kebijakan bermitra bisnis, apabila ada;

. prosedur penerimaan dan identifikass Nasabah serta

prosedur pemantauan dan pelgporan transaks yang
mencurigakan;

. kebijakan pelatihan penerapan Prinsip  Mengenal

Nasabah bagi pegawai LPEI; dan
contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan.

(2) Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip Mengenal
Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam satu pedoman yang berdiri sendiri atau menjadi
bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang
mengatur transaksi dengan Nasabah.

Pasal 6

(1) Dalam ha Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip
Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri, maka
yang wajib disampaikan kepada Menteri adalah pedoman
tersebut.
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(2) Dadam ha Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip
Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
merupakan bagian dari satu atau lebih pedoman operasional
lain yang mengatur transaks dengan Nasabah, yang wgjib
disampaikan kepada Menteri adalah:

a. pokok-pokok atau daftar isi secara keseluruhan dari tiap-
tiap pedoman operasional yang terkait; dan

b. bagian dari tiap-tiap pedoman operasional tersebut yang
mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 7

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) ditetapkan sebagamana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8
LPEI wajib bertanggung jawab atas:
a. penerapan pelaksanaan Prinsp Mengenal Nasabah;,

b. pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan
mengenal penerapan Prinsip Mengena Nasabah;

c. penyusunan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah;
d. pemantauan pengkinian profil Nasabah;

e. pemantauan penyusunan Transaks Keuangan Mencurigakan
dan melaporkannya kepada PPATK; dan

f. penanganan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko
tinggl dan/atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan
Transaks Keuangan Mencurigakan (suspicious
transactions).

BAB Il

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH
Pasal 9

(1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah,
LPEI wajib memintainformasi mengenai:



